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Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang sosialisasi politik sebagai
proses inklusif dalam menghadirkan demokrasi substansial, bukan sekadar
praktek elitis yang sarat dengan instrumen formalistik. Keberadaan demos
(rakyat) sebagai subjek demokrasi dan pemegang kuasa sesungguhnya
cenderung terabaikan, khususnya mereka yang selama ini tergolong mi-
noritas atau kelompok rentan, bahkan kerapkali hanya jadi objek dalam
hiruk pikuk kontestasi demokrasi (pemilu). Studi ini menyorot pada pen-
yandang disabilitas, khususnya pada kaum perempuan disabilitas
yang cenderung mengalami kerentanan atau diskriminasi ganda. Sosial-
isasi politik berperan penting dalam berfungsinya sistem politik yang
demokratis, melalui sosialisasi politik yang efektif, diharapkan seseorang
atau suatu kelompok akan terlibat lebih dalam serta mengetahui, me-
mahami serta memiliki kesadaran politik. Studi ini mengelaborasi sosial-
isasi politik melalui kolaborasi peran aktor pemerintah dan non-
pemerintah di Kota Makassar dalam menghadirkan demokrasi yang
inklusif-partisipatif. Dengan menggunakan metode kualitatif dan diana-
lisis dengan kerangka collaborative governance, studi ini merefleksikan
pola kolaboratif sebagai jalan tengah dari pola pendekatan aktor yang
berbeda dalam melakukan sosialisasi politik, yakni pemerintah dengan
karakter pola top-down dalam pemenuhan hak-hak politik disabilitas dan
NGO dengan pola bottom-up berbasis komunitas. Disamping itu, studi-
studi sosialisasi politik sebelumnya lebih cenderung menghadirkan fokus
kajian dimana peran kedua pola aktor tersebut kerap tersaji kontradiktif.
Studi ini diharapkan dapat berkontribusi memperkuat kajian sosialisasi
politik dengan mendudukkan ‘demos’ sebagai subjek politik.

Kata Kunci:
Collaborative Governance, NGO, Pemerintah, Perempuan Disabilitas,
Sosialisasi Politik

PENDAHULUAN ur dan memenangkan demokrasi sebagai
satu-satunya rezim yang berkuasa (Her-
mansen et al., 2021). Pada implementasi-
nya, demokrasi punya sistem wajah yang

Usai perang dingin menjadi puncak se-
jarah manusia yang ditandai dengan dina-
mika tentang bagaimana masyarakat diat-
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beragam antara lain; presidensial, parle-
menter, federal, kesatuan, proporsional,
mayoritas, namun satu hal yang membu-
atnya sama adalah adanya perwakilan ra-
kyat yang berpegang pada prinsip: keset-
araan semua (satu orang - satu suara) dan
hak setiap individu untuk beberapa tingkat
otonomi pribadi (Brander et al., 2023;
Pribadi & Igbal, 2022). Cakupan demok-
rasi tidak hanya pada kelembagaan dan
pemilihan umum, namun kepada inklusifi-
tas yang mencerminkan keinginan banyak
orang dan memberi rakyat kekuatan yang
lebih nyata (Brander et al., 2023; Sumar-
tias et al., 2023). Demokrasi secara luas
diterjemahkan sebagai kesamaan akses ba-
gi tiap warga negara terhadap hak-hak
mendasar manusia, seperti pendidikan, ke-
sehatan, beragama, serta memilih dan dip-
ilih dalam sebuah pemilihan umum.

Partisipasi paling nyata dalam demokrasi
adalah memilih ataupun mencalonkan diri
dan menjadi wakil rakyat, meskipun esen-
si demokrasi prinsipnya jauh lebih dari
sekadar memilih. Namun memang, cara
yang paling jelas untuk berpartisipasi da-
lam pemerintahan adalah memilih atau
mencalonkan diri dan menjadi wakil rak-
yat. Demokrasi, bagaimanapun, adalah se-
suatu yang jauh dari urusan ‘hanya’ me-
milih dan dipilih, mengingat ada banyak
cara lain untuk terlibat dengan politik dan
pemerintah. Namun, menjadi penting bah-
kan perhatian utama tatkala keterlibatan
rakyat untuk memilih adalah bentuk um-
pan balik rakyat, dan semakin banyak ak-
umulasinya maka ‘suara’ nya akan terde-
ngar lebih jelas. Adapun tidak memilih
maka itu adalah bentuk ketiadaan tangng-
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ung jawab atas kebersamaan yang sejat-
inya dibangun bersama (Becker & Rave-
loson, 2008; Brander et al., 2023).

Bentuk-bentuk partisipasi lainnya adalah
melalui kelompok penekan, inisiatif sipil,
organ konsultatif, dan sebagainya yang sa-
ma pentingnya dengan berfungsinya dem-
okrasi secara efektif seperti halnya partisi-
pasi pemilih pada pemilihan, jika tidak
bisa dianggap lebih besar. Sekali lagi “ke-
hendak rakyat” tidak boleh mengabaik-
an hak-hak minoritas dalam sistem de-
mokrasi apa pun dengan kepatuhan ter-
hadap prinsip-prinsip hak asasi manusia,
diperkuat oleh mekanisme hukum yang ef-
ektif, apa pun kehendak mayoritas (Becker
& Raveloson, 2008; Brander et al., 2023).

Dalam konteks Indonesia pasca otoritari-
anisme orde baru, demokrasi muncul se-
bagai isu sentral dari seluruh isu dan wac-
ana politik nasional. Kemunculannya se-
bagai anti tesis dari sistem yang berlang-
sung sebelum reformasi. Hanya saja di
tengah pencapaian Indonesia dalam ber-
demokrasi, secara umum baru pada tahap
berkontribusi memperkokoh bangunan de-
mokrasi liberal ala Schumpeterian yang
mensyaratkan instrumen formalistik kele-
mbagaan, khususnya tentang berbagai pr-
osedur dan aturan yang serta merta harus
ditaati.

Pada konteks pemilu misalnya, demokrasi
seolah ‘hanya’ dimaknai sistem yang me-
mbuka ruang partisipasi untuk keterli-
batan aktor dalam demokrasi perwakilan
yang memungkinkan semua orang dapat
terlibat dalam kandidasi dalam kontestasi
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demokrasi. Meski pada kenyataannya le-
mbaga-lembaga demokrasi seperti partai
politik dan parlemen justru menjadi insti-
tusi yang paling kelam di mata public
(Samadhi, 2016). Alhasil, melalui demo-
krasi elektoral, wajah demokrasi di Indo-
nesia menampilkan sejumlah catatan, de-
mokrasi dibajak oleh elit (Hadiz & Dhaki-
dae, 2005), menguatnya orang lokal (Lay,
2019) dan politik uang (Aspinall &
Sukmajati, 2015). Demokrasi seolah men-
jadi arena pasar dimana ‘pemain’ adalah
mereka yang memiliki akses besar ter-
hadap modal dan pasar serta sekelompok
oligarkhi yang melanggengkan kekuasaan
melalui akumulasi kapital (Hadiz &
Dhakidae, 2005).

Pemilu merupakan komponen fundamen-
tal dari pemerintahan demokratik, sebagai
pondasi atas berbagai fungsi penting dari
sistem demokratis yang seyogyanya mem-
buka jalan bagi warga negara untuk mem-
ilih pemimpin dan meminta pertanggung-
jawaban mereka serta memastikan respon
mereka atas kebutuhan dan preferensi rak-
yat yang mereka wakili (Herdiansah, 2019
; Thomsen, 2023). Pemilu merupakan sa-
lah satu pilar demokrasi yang paling pent-
ing, dimana warga negara dijamin dengan
undang-undang pemilu aktif, memiliki
hak untuk memilih juga undang-undang
pemilu pasif, dan juga memiliki hak untuk
dipilih. Dalam kebanyakan kasus, seluruh
pemilih dapat menggunakan kedua jenis
hak tersebut (Becker & Raveloson, 2008;
Hewitt et al., 2024).

Namun dalam pembacaan praktek demo-
krasi yang cenderung berfokus pada instru-

men formalistik, kiranya tidak lagi cukup
dalam membaca dinamika berdemokrasi di
Indonesia saat ini. Melalui sosialisasi poli-
tik sebagai unsur penting dalam berfung-
sinya sistem politik yang demokratis (Har-
yanto, 2018), perlu kiranya untuk tidak
mengabaikan demos (rakyat) sebagai sub-
jek demokrasi dan pemegang kuasa yang
sesungguhnya sekaligus mengembalikan
demokrasi ke“ontologinya” dengan mem-
beri ruang bagi rakyat untuk memiliki ku-
asanya, tidak terkecuali mereka yang sela-
ma ini masuk kategori kelompok rentan
atau minoritas di masyarakat yang kurang
diperhitungkan, bahkan ‘jauh’ dari hiruk
pikuk kontestasi demokrasi (pemilu), sa-
lah satunya penyandang disabilitas yang
merupakan salah satu kelompok sasaran
strategis dalam pemilu (KPU RI, 2015).

Studi ini selanjutnya mengelaborasi kajian
sosialisasi politik pada penyandang disa-
bilitas di Kota Makassar dengan berfokus
pada perempuan disabilitas. Isu gender da-
n disabiltas dewasa ini menjadi perhatian
sensitif dalam setiap wacana publik dan
produk kebijakan, salah satunya melalui
GEDSI (Gender, equlity, disability and
Social Inclusion), suatu isu yang digagas
oleh AIPJ (Australia-Indonesia Partnersh-
ip for Justice) dalam mendorong keterliba-
tan aktif semua pihak tidak terkecuali pe-
mangku kepentingan dalam merespon isu
tersebut. Perempuan penyandang disabili-
tas berpotensi mengalami kerentanan gan-
da. Nussbaum dalam Sinha (2020) mene-
kankan bahwa tindakan kekerasan dan
ketakutan akan kekerasan telah mempe-
ngaruhi atau membatasi kesempatan per-
empuan, terlebih lagi bagi perempuan pe-
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nyandang disabilitas karena mereka di-
anggap sebagai sasaran empuk tindakan
kekerasan, misalnya pelecehan seksual.
Ketakutan ini mengancam kehidupan per-
empuan penyandang disabilitas karena
mereka mulai melihat diri mereka sebagai
‘manusia yang lebih rendah’.

Kota Makassar salah satu wilayah yang
memiliki jumlah penyandang disabilitas
yang cukup besar. Menurut data tahun
2017, terdapat 1.794 orang dengan dis-
abilitas fisik, 242 orang dengan disa-
bilitas mental, dan 214 orang dengan
disabilitas fisik dan mental, total pen-
yandang disabilitas di Kota Makassar
berjumlah 2.250 orang (Abrianti et al.,
2021). Sementara data disabilitas Kota
Makassar berdasar ragam yang diambil
dari basis data terpadu kesejahteraan so-
sial Kota Makassar terhitung Maret 2022,
jumlah penyandang disabilitas mencapai
3.364 orang terdiri dari perempuan sejum-
lah 1.524 dan laki-laki 2.110 (PPID Sulsel
, 2022). Pemerintah Kota Makassar mem-
iliki perhatian serius terhadap penyandang
disabilitas, hal ini tergambar dari pengh-
argaan predikat Kota Makassar sebagai
kota yang ramah disabilitas oleh Komisi
Nasional Disabilitas (KND) pada tahun
2013 dan pada tahun 2021, Kota Makassar
juga tercatat sebagai kota pertama mem-
iliki RAD (Rencana Aksi Daerah) untuk
penyandang disabilitas (Diastuti, 2023).
Keberadaan kaum disabilitas atau difabel
di Kota Makassar selanjutnya menarik
untuk dilihat lebih lanjut, melalui kajian
sosialisasi politik dalam kerangka collab-
orative governance yang tidak saja meng-
hadirkan perspektif pemerintah tetapi juga
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dari sudut pandang non-pemerintah yang
memiliki perhatian khusus terhadap isu in-
Klusi khususnya dalam hal menumbuhkan
kesadaran politik kaum disabilitas.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian terkait sosialisasi politik pada kom-
unitas difabel telah banyak disajikan, be-
berapa diantaranya (Akasyah, 2023; Ari-
fin & Kurniawan, 2024; Makkasau, 2019;
Oktaviawan, 2014; Sundarti et al., 2024).
Hanya saja studi-studi yang ada sebe-
lumnya, cenderung memberikan penekan-
an baru pada pola masing-masing aktor,
misalnya pola top down atau masih bero-
rientasi pada cara pandang yang mendu-
dukkan kaum disabilitas sebagai kelom-
pok rentan. Sebagaimana halnya KPU
mengkategorisasikan disabilitas sebagai
satu unit dalam sasaran strategis pemilih.
Meski tidak dapat diabaikan bahwa ter-
dapat kajian yang berbicara sosialisasi
dengan pola bottom up, sebagaimana pola
advokasi yang umumnya dilakukan oleh
organisasi non-pemerintah dalam mengek-
splorasi inklusi dan partisipasi penyandang
disabilitas dalam masyarakat sipil, deng-
an fokus pada advokasi dan teknologi
(Harris et al., 2012), pemberdayaan disa-
bilitas (Latisyah, 2023) dan gerakan sosial
(Makassau, 2019).

Studi ini pada prinsipnya memiliki orien-
tasi yang serupa dengan studi-studi sebe-
lumnya, hanya saja pola aktor yang tersaji
cenderung masing-masing tersaji secara
parsial sehingga terkesan satu aktor den-
gan aktor lainnya berseberangan. Meski
penulis juga tidak menafikkan bahwa ka-
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jian sosialisasi politik dalam kerangka col-
laborative governance atau sebagai sebuah
perspektif transformatif dalam tata kelola
publik telah banyak digunakan, tidak ter-
kecuali dalam isu disabilitas (Adriana &
Sujianto, 2021; Anthony et al., 2023; Bah-
ner, 2022; Irmawati, 2023; Utami, 2024;
Wirawan et al., 2022). Studi-studi yang
ada telah cukup komprehensif melihat col-
laborative governance, dalam hal limitasi
perspektif tata kelola dalam tataran imple-
mentasi misalnya, terkait komitmen insti-
tusi (Wirawan et al., 2022) atau desain
kelembagaan pemberdayaan yang belum
jelas (Anthony et al., 2023), demikian se-
baliknya, kekuatan studi kolaboratif juga
telah digambarkan oleh (Utami, 2024)
bahwa aspek kolaboratif telah berdampak
pada tenaga kerja inklusif khususnya per-
empuan di sektor informal atau studi Bah-
ner (2022) terkait pelembagaan inklusi dan
konsep disabilitas melalui organisasi disa-
bilitas lokal dan hubungan mereka dengan
dewan pemerintah serta kajian Irmawati
(2023) tentang program pemberdayaan
disabilitas telah tercapai dalam kerangka
kolaborasi.

Tulisan ini memiliki kesamaan fokus studi
dengan apa yang disajikan sebelumnya.
khususnya oleh Bahner dan Irmawati, ha-
nya saja keduanya belum banyak membic-
arakan penggunaan perpektif collaborative
governance sebagai model inklusif yakni
upaya menghadirkan kesadaran po-litik
‘demos’ kaum disabilitas di akar rumput.
sekaligus sebagai subjek politik yang perlu
kiranya mendapat perhatian serius. Selain
itu, konsep collaborative governance di-
harapkan mereduksi batasan atas perem-

puan disabilitas, khususnya me-nyangkut
keterlibatan politik, stigma yang melekat,
serta akses pendidikan dengan mencip-
takan jaringan yang dapat meru-ntuhkan
batasan struktural tersebut serta hadirnya
jaminan hak atas suara mereka dalam
proses pengambilan keputusan. Olehnya
itu kajian ini berupaya menghadirkan cara
pandang yang komperehensif dengan me-
nggabungkan pemetaan model sosialisasi
politik aktor negara dan non-negara me-
lalui kerangka collaborative governance
yang dilakukan kepada penyandang disa-
bilitas, untuk tidak sekadar melihat ber-
jalannya instrumen demokrasi prosedural
tetapi juga bagaimana mendudukkan pen-
yandang disabilitas sebagai ‘demos’ se-
bagai subyek demokrasi yang berpotensi
menghadirkan kekuasaan mereka dengan
terlibat menciptakan tatanan negara yang
adil bagi mereka.

Studi ini dirancang untuk melihat dua as-
pek pemetaaan sosialisasi politik dari dua
aktor yakni negara, dalam hal ini pe-
merintah dan dari aktor non-negara yakni
NGO dalam kerangka kolaboratif. Pema-
haman politik untuk menumbuhkan kesa-
daran politik masyakat rentan tidak bisa
lagi hanya sebatas pengenalan instrumen
politik (misalnya pada pemilu) atau ban-
tuan program layanan pemerintah tetapi
juga perlunya memberikan mutu pema-
haman politik atau penyadaran politik ya-
ng lebih dalam dengan menghadirkan me-
reka sebagai subyek politik, khususnya
pada perempuan disabilitas yang berpo-
tensi mengalami diskriminasi ganda.
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TINJAUAN TEORETIS

Perspektif Collaborative Governance:
Keluar dari Instrumen Formalistik
Pendekatan collaborative governance me-
rupakan satu pendekatan transformatif da-
lam studi administrasi publik yang meni-
tikberatkan pada kerjasama para pemang-
ku kepentingan dalam mengatasi masalah
sosial yang kompleks di berbagai sektor.
Prinsip manajemen kolaboratif hadir se-
bagai alternatif dari metode tradisional da-
lam pengelolaan sumber daya publik atau
tata implementasi kebijakan yang cender-
ung bersifat top down dan formalistik se-
hingga terkadang kurang efektif serta tid-
ak sejalan dengan kebutuhan rakyat. Sec-
ara lebih luas konsep ini dirancang untuk
menanggapi kegagalan implementasi, bia-
ya tinggi, dan politisasi peraturan sektor
publik (Saleh et al., 2021).

Menurut Emerson dan Nabatchi (2015)
collaborative governance dapat diartikan
sebagai suatu proses dan struktur dalam
pengambilan keputusan dan manajemen
kebijakan publik yang melibatkan orang-
orang yang melintasi batas-batas lembaga
publik, tingkat pemerintahan, berikut ran-
ah publik, swasta, dan masyarakat untuk
melaksanakan tujuan publik yang tidak
dapat dicapai dengan cara tradisional seb-
elumnya. Prinsip kolaboratif ini menciri-
kan sifat pendekatan yang lebih inklusif
dengan tujuan tidak hanya meningkatkan
nilai publik (legitimasi) semata namun ba-
gaimana dapat memanfaatkan kekuatan
dan sumber daya dari semua pihak untuk
mencapai tujuan bersama. Manajemen ko-
laborasi antara aktor publik dan swasta
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dalam penanganan kasus sebenarnya bu-
kanlah fenomena baru.

Namun, dalam dua dekade terakhir isu
peningkatan kolaborasi terjadi antara aktor
negara dan non-negara serta munculnya
tata kelola kolaboratif sebagai pendekatan
yang berbeda (Ansell & Gash, 2008). Para
sarjana kemudian menunjuk apa yang
disebut "platform kolaboratif" sebagai pe-
ndorong penting untuk tata kelola peme-
rintahan yang efektif. Bahkan lebih dari
itu, tidak hanya kolaborasi tetapi bagai-
mana tata kelola kolaboratif menjadi stra-
tegi kebijakan metagovernance yakni, je-
nis tata kelola khusus yang bertujuan un-
tuk meningkatkan fungsi dan kapasitas
jaringan aktor yang relatif mandiri yang
terlibat dalam pengaturan kolaboratif (Sg-
rensen & Torfing, 2017).

Kolaborasi tidak hanya dapat terjadi di
tataran formulasi kebijakan, namun juga
pada sisi implementasinya. Secara umum
dipahami arena kebijakan publik adalah
area yang kompleks, berantakan, terce-
mar, diperebutkan, multi-arah dan dalam
banyak hal ambivalen dan penuh dengan
hasil dan konsekuensi yang tidak diing-
inkan. Sama seperti tidak ada kompas atau
peta sederhana, tidak ada teknologi yang
tepat juga, bahkan GPS sendiri, untuk
memberikan arahan yang berguna dan lan-
gsung dalam menavigasi medan kebijakan
publik dan jalur dari pengetahuan dan
bukti ke kebijakan (Alidu, 2023). Kebij-
akan publik dapat berarti bagaimana orang
yang dipilih untuk memerintah mengelola
barang publik dalam batas-batas otoritas
mereka. Kebijakan publik menghubung-
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kan orang dengan program dan layanan
(Gerston, 2018; Hill & Varone, 2016; Kn-
utson, 2023.).

Salah satu tahapan penting dalam ke-
bijakan publik adalah implementasi ke-
bijakan (Jones, 1984). Pada prinsipnya
implementasi kebijakan merupakan cara
bagaimana sebuah kebijakan dapat men-
capai tujuannya secara proporsional (Pulzl
& Treib, 2017). Nugroho (2012) menge-
depankan ‘empat tepat’ dalam hal keefek-
tivan implementasi kebijakan; Pertama,
apakah suatu kebijakan sudah tepat? ket-
epatan kebijakan dilihat / dinilai dari se-
jauhmana kebijakan yang ada berisikan
hal-hal yang dapat memecahkan masalah
yang dihadapi (how excellent is the policy)
(Hayat, 2024; Nugroho, 2012; University
of Canberra, 2024).

Kedua, tepat pelaksananya. Implementasi
kebijakan tidak hanya menempatkan pem-
erintah sebagai aktor. Selain pemerintah,
masyarakat dan swasta dapat menjadi pel-
aksana kebijakan. Kebijakan yang bersifat
monopoli atau mempunyai derajat keam-
anan tinggi seperti pertahanan keamanan,
sebaiknya diselenggarakan oleh pemeri-
ntah. Kebijakan yang bersifat pemberda-
yaan masyarakat, seperti penanggulangan
kemiskinan, sebaiknya diserahkan kerja-
sama pemerintah dan masyarakat. Kebi-
jakan yang bertujuan mengarahkan kegia-
tan masyarakat, dimana pemerintah tidak
efektif menyelenggarakan sendiri, sebaik-
nya diserahkan ke swasta atau kerjasama
dengan pemerintah (Nugroho, 2012; Shafa
etal., 2022).

Ketiga, adalah tepat target. Ketepatan ini
berkenaan dengan tiga hal, yakni: 1). Apa-
kah target yang diintervensi sesuai dengan
yang direncanakan, tidak ada tumpang
tindih dengan kebijakan lain? 2). Apakah
target kondisinya sudah siap untuk di-
intervensi, kesiapan bukan saja dalam arti
alami, namun juga apakah kondisi target
ada dalam konflik atau harmoni? 3). Ap-
akah implementasi kebijakan bersifat baru
atau memperbaharuhi implementasi ke-
bijakan sebelumnya? (Bahri et al., 2020;
Nugroho, 2012). Keempat, tepat ling-
kungan. Donald J. Calista dalam Riant
Nugroho membagi lingkungan ini ke da-
lam dua hal yaitu variabel endogen dan
eksogen. Variabel endogen berupa ling-
kungan kebijakan, interaksi diantara lem-
baga perumus kebijakan dan pelaksana
kebijakan dengan lembaga lain yang ter-
kait. Lingkungan kedua, yaitu variabel
eksogen, lingkungan eksternal kebijakan
yang terdiri dari public opinion atau per-
sepsi publik atas kebijakan dan implemen-
tasi kebijakan, interpretive institutions ya-
ng berkenaan dengan interpretasi dari le-
mbaga-lembaga strategis dalam masyara-
kat seperti; media massa, kelompok pene-
kan, kelompok kepentingan terhadap im-
plementasi kebijakan, dan individuals ya-
kni individu-individu tertentu yang mam-
pu memainkan peran penting dalam men-
ginterpretasikan kebijakan dan implemen-
tasi kebijakan.

Perempuan Disabilitas dan Kerentanan
Ganda

Istilah disabilitas merujuk pada orang den-
gan keterbatasan fisik, intelektual, mental
atau sensorik dalam jangka waktu lama
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dan mengalami hambatan dalam berin-
teraksi (lihat kbbi.kemendikbud.go.id). Di
Indonesia, istilah disabilitas umum diguna-
kan untuk menyebut kelainan (abnormal),
tuna (defisit / kerugian) dan cacat (tidak
valid) telah memberi kesan merendahkan
penyandang disabilitas (Subarto et al.
2016). Belum lagi rezim kekuasaan bio-
medik turut berperan dalam membentuk
normalitas sosial tersebut (Salim, 2021).

Penggunanaan istilah disabilitas terkadang
menjadi perdebatan karena dianggap ku-
rang tepat dan cenderung merendahkan.
Hal tersebut memicu aktivis pergerakan
akar rumput di Jawa Tengah memperke-
nalkan istilah difabel ‘different ability’
yang dianggap lebih tepat untuk meng-
hormati perbedaan dan mengakui kemam-
puan penyandang disabilitas dalam meng-
ekspresikan keunikan setiap orang dari
mereka (Suharto et.al. 2016). Senada
dengan itu, salah satu gerakan difabel
SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan
Advokasi Dafabel) yang berdiri di Yog-
yakarta, bersandar pada konsep ‘kema-
mpuan’ tatkala mengurus isu difabel, de-
ngan kategorisasi ‘orang yang memiliki
keterbatasan kemampuan’ dan ‘orang
yang mempunyai kemampuan yang ter-
fungsikan untuk menopang aktifitas she-
ari-hari secara mandiri_selanjutnya dise-
but difabel (bukan penyandang caacat
dan juga bukan penyandang disabilitas).
Adanya stigma keterbatasan kemampuan
inilah yang menurut SIGAB memicu
munculnya pelabelan rentan melahirkan
label rentan, berikut konotasi negatif dan
munculnya perlakuan diskriminatif (Sal-
im, 2021). Dalam tulisan ini, istilah disa-
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bilitas maupun difabel akan digunakan se-
cara bergantian mengikuti konteks pem-
bahasan.

Kaum disabilitas atau difabel, demikian
halnya kelompok kategori rentan lainnya
adalah juga bagian dari demos (rakyat) se-
bagai subjek demokrasi yang memiliki
hak untuk terlibat dan mendapatkan pe-
mahaman politik. Sosialisasi politik pent-
ing untuk berfungsinya sistem politik de-
mokratis antara lain bagaimana seseorang
atau suatu kelompok bisa tahu dan me-
mahami politik (Haryanto, 2018). Penga-
rusutamaan gender menjadi salah satu to-
pik utama dalam sosialisasi politik khu-
susnya menerapkan perspektif gender da-
lam pengkajian isu disabilitas. Mulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan dan eval-
uasi kebijakan, termasuk bagaimana isu
gender dan disabiltas sensitif dalam setiap
wacana publik dan produk kebijakan yang
dibuat. Secara lebih luas, bagaimana da-
lam proses kebijakan, perlunya upaya da-
lam mengidentifikasi potensi yang akan
muncul bagi perempuan disabilitas, beri-
kut dampaknya baik itu positif maupun
negatif.

Perempuan penyandang disabilitas meng-
hadapi hambatan yang signifikan dalam
partisipasi dan representasi politik. Pada
tataran global, sebagaimana kajian Komisi
Wanita di PBB menyimpulkan pada tahun
2017 menunjukkan dari 19 negara hanya
2,3 persen perempuan penyandang disa-
bilitas yang memegang jabatan sebagai
legislator, pejabat senior atau manajer.
Masih data dari tahun dan sumber yang
sama, terdapat 14 dari 18 negara di Asia
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dan Pasifik di wilayah Asia dan Pasifik,
tidak ditemukan adanya perempuan pen-
yandang disabilitas di badan legislatif na-
sional; dan di empat negara lainnya, jum-
lah perempuan anggota parlemen per-
empuan penyandang disabilitas berkisar
dari 0,3 hingga 6,3 persen. Pada aspek la-
innya, perempuan disabilitas kurang ter-
wakili dalam mekanisme koordinasi na-
sional terkait isu disabilitas: di 17 negara
atau wilayah dari kawasan Asia Asia dan
Pasifik pada tahun 2017, organisasi pen-
yandang penyandang disabilitas melibat-
kan hampir dua kali lebih banyak laki-laki
dari perempuan. Berbagai hambatan di-
alami perempuan penyandang disabilitas,
tidak hanya marjinalisasi sistemik, ham-
batan struktural, namun juga sikap masy-
arakat yang menghalangi inklusi mereka
dalam proses politik. Belum lagi katego-
risasi rentan yang kerap disematkan bagi
perempuan khususnya disabilitas (Lihat
juga UNHCR, 2005).

Sedikitnya ada tiga faktor yang bekerja
dalam pemahaman interseksionalitas da-
lam hal ini, yaitu keterjangkauan, aksesi-
bilitas, dan ketersediaan sumber daya, ka-
rena hal ini meningkatkan stratifikasi so-
sial dan berpotensi dalam menentukan pe-
rlakuan terhadap perempuan penyandang
disabilitas. Disisi lain studi disabilitas da-
lam penelitian terkait kebijakan, skema
kesejahteraan untuk menciptakan masyar-
akat yang inklusif belum mendapatkan
perhatian yang semestinya. Sementara m-
asih kurangnya representasi penyandang
disabilitas dalam masyarakat umum men-
unjukkan bahwa mereka masih dianggap
tidak mampu menjalani kehidupan mereka

secara mandiri sehingga kerap terpinggir-
kan.

Salah satu upaya untuk mengisi ruang ‘ke-
terabaian’ tersebut adalah menumbuhkan
kesadaran politik bagi perempuan disabili-
tas itu sendiri. Kesadaran politik adalah
kunci untuk terwujudnya kesetaraan dan
keadilan dan diharapkan melalui pema-
haman sistem politik, kebijakan publik,
kesadaran politik akan hak-hak mereka
terbangun. Adanya kesadaran politik diha-
rapkan perempuan disabilitas dapat men-
jadi agen atas diri mereka dengan secara
aktif berpartisipasi dalam proses pembu-
atan kebijakan sehingga perempuan pen-
yandang disabilitas dapat keluar dari ham-
batan yang signifikan dalam partisipasi
dan representasi politik. Untuk mengha-
diran kesadaran tersebut, dibutuhkan kerja
kolaboratif dari aktor pemerintah (negara)
dan aktor non negara dengan memadukan
pola sinergitas top down dan bottom up
dalam sosialisasi politik sebagai jalan ten-
gah untuk keluar dari intrumen negara ya-
ng formalistik.

METODE PENELITIAN

Penelian ini didesain menggunakan pen-
dekatan kualitatif. Pendekatan ini umum-
nya digunakan dalam mengelaborasi isu
disabilitas karena menyediakan cara bagi
peneliti melihat lebih dalam atas isu yang
diteliti. Sementara pendekatan studi poli-
tik yang dihadirkan dalam studi ini ber-
tujuan untuk memahami melalui kerja ela-
boratif bagaimana kekuasaan dan kebija-
kan mempengaruhi kehidupan penyanda-
ng disabilitas, berikut hak-hak politik mer-
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eka hingga proses politik dimana mereka
terlibat. Argumen penelitian ini dibangun
data-data yang didapatkan melalui pene-
lusuran literatur, serangkaian data tersebut
kemudian diinterpretasikan dengan cara
memberi makna dan arti yang kemudian
dianalisis berdasarkan teori yang digunak-
an, sebagaimana analisis interpretif adalah
“a process of creating or assigning signif-
icant and coherent meaning in specific
setting” (Newman, 2003). Interpretasi dil-
akukan untuk menemukan bagaimana age-
n atau aktor yang sedang dikaji melakukan
kegiatan sesuai dengan target yang telah
ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi politik mencakup struktur ke-
kuasaan politik, institusi dan budaya me-
lalui interaksi dengan beragam agen, sep-
erti keluarga, lembaga pendidikan, seja-
wat, media dan partai politik (Alston et
al., 2023; Babb, 2006; Longley, 2024).
Proses sosialisasi politik tidak terbatas pa-
da pendidikan formal atau paparan politik
secara langsung, tetapi dapat berupa peng-
amatan terhadap peristiwa politik, berpar-
tisipasi dalam diskusi politik, atau terhub-
ung dengan aktifitas politik untuk mem-
bangun pemahaman akan lingkungan poli-
tik dan opininya menyangkut isu-isu poli-
tik (Paletz et al., 2011; Alston et al., 2023;
Neundorf & Smets, 2017). Sosialisasi pol-
itik merupakan salah satu unit penting da-
lam bekerjanya sistem politik (Haryanto
(2018), di mana urgensi sosialisasi politik
mengemuka di tengah tidak sedikit frag-
mentasi sosial muncul di masyarakat se-
ubungan dengan kehidupan politik. Seba-
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gaimana, mengapa ada orang atau kelom-
pok orang yang tidak tertarik atau bahkan
sinis dan menolak terlibat dalam politik.
Sementara disisi lain ada yang begitu se-
mangat bahkan antusias dengan penuh
kesadaran untuk terlibat dalam aktifitas
politik. Disamping itu tidak sedikit juga
ada orang atau sekelompok orang yang
tidak tahu atau bahkan tidak menyadari
mereka adalah bagian dari kehidupan poli-
tik atau bahkan tidak menyadari bahwa
mereka adalah subjek politik.

Bagaimana dengan peran pemerintah?
pemerintah memiliki kepentingan lang-
sung atas sosialisasi politik, meski peme-
rintah sendiri biasanya tidak bertindak se-
bagai agen langsung sosialisasi politik, na-
mun unsur pemerintah seperti birokrat,
politisi dan lembaga-lembaga dapat mem-
pengaruhi sosialisasi politik secara tidak
langsung. Pemerintah biasanya melibatkan
diri dalam sosialisasi politik melalui mek-
anisme pendidikan politik, memperkenal-
kan peserta didik pada sistem politik nega-
ra, pemimpin, lagu kebangsaan, atau me-
lalui mata pelajaran kewarganegaraan. Hal
lainnya secara lebih luas, sosialisasi poli-
tik yang dilakukan secara efektif akan me-
nghasilkan masyarakat yang sadar akan
hak dan kewajibannya sebagai warga neg-
ara, dan diharapkan mampu memberikan
masukan konstruktif terhadap kebijakan
pemerintah. Kekuasaan pemerintah dalam
melahirkan kebijakan dapat membentuk
norma atau nilai masyarakat serta dapat
mempengaruhi sikap budaya dan politik
lebih luas.
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Pola sosialisasi politik pemerintah, sebag-
aimana telah diketengahkan sebelumnya
cenderung berpola top down. Hal kongkrit
bisa dilihat dalam sosialisasi politik pada
pemilu yang dilakukan melalui KPU
terkesan masih berorientasi pada pening-
katan partisipasi pemilih, misalnya, sosial-
isasi terkait aksesibilitas yang memu-
dahkan disabilitas menjangkau TPS. Dem-
ikian halnya dalam pelayanan publik,
Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas
Sosial terkait memberikan layanan terkait
pemenuhan hak atas akses sebagai bagian
dari pemenuhan hak-hak disabilitas, mis-
salnya toilet khusus di area publik, meski
keberadaannya juga belum massif, bahkan
layanan khusus di Dinas Sosial sendiri
masih membutuhkan peningkatan (Sa-
kawati et al. 2022). Selain itu adanya Unit
Layanan Disabilitas dalam bidang pen-
didikan yang salah satu tujuannya mewu-
judkan pendidikan inklusif. Sosialisasi po-
litik lainnya dalam bentuk program men-
ingkatkan kemandirian ekonomi khusus
perempuan penyandang disabilitas, me-
lalui Pusat Pelayanan Terpadu Pembed-
ayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(P2TP2A) dengan aneka program Kket-
erampilan yang disesuaikan dengan apa
yang menjadi kebutuhan penyandang dis-
abilitas (Karim, 2018). Program ini ber-
fokus pada pelatihan untuk memulai usaha
mereka sendiri, sehingga mengurangi ket-
ergantungan mereka pada pekerjaan orang
lain.

Secara lebih luas, upaya pemerintah Kota
Makassar dalam mewujudkan pembangu-
nan masyarakat inklusif telah memperkuat
citra Makassar sebagai kota ramah disabil-

itas. Selain menerbitkan Peraturan Daerah
Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 ten-
tang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
Disabilitas, juga dapat dilihat dari terse-
lenggaranya Forum Tingkat Tinggi ASE-
AN tentang Pembangunan Inklusif dan
Kemitraan Penyandang Disabilitas Pasca
2025 yang diselenggarakan di Makassar.
Kegiatan tersebut menghasilkan "Rekom-
endasi Makassar" untuk selanjutnya mem-
perkuat komitmen dalam memberdayakan
penyandang disabilitas (Catur, 2023). Re-
komendasi tersebut mempercepat antara
lain implementasi ASEAN Enabling Mas-
terplan 2025, khususnya dalam memasti-
kan pembangunan yang inklusif bagi pen-
yandang disabilitas, serta meningkatkan
partisipasi dan akses yang setara bagi pe-
nyandang disabilitas khususnya dalam hal
pelayanan publik. Selain forum tingkat
tinggi di atas, sosialisasi politik terkait di-
sabilitas, juga aktif di lakukan dalam ben-
tuk workshop atau seminar yang bertujuan
memberikan pemahaman lebih dalam ter-
kait pentingnya inklusi dalam demokrasi
dan hak-hak politik penyandang disabili-
tas khususnya dalam pemilu dan layanan
publik.

Sementara itu, upaya pemerintah dalam
memberikan pelayanan kepada penyan-
dang disabilitas tentu memberikan man-
faat bagi penyandang disabilitas. Hanya
saja menurut penulis, hal tersebut belum
cukup untuk menghadirkan subjek ‘de-
mos’ di ranah komunitas, di mana pemen-
uhan hak sebagai warga negara, Seyog-
yanya juga berkorelasi dengan munculnya
pemahaman politik dari ‘akar rumput’, be-
rikut kesadaran politik dan menghadirkan
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pengetahuan terkait apa yang menjadi hak
mereka. Sementara pola pendekatan ber-
basis komunitas tersebut umumnya disu-
arakan dari aktor non-negara atau organ-
isasi yang bersentuhan langsung dengan
penyandang disabilitas. Sosialisasi politik
terhadap kaum disabilitas perlu dilihat
dari pendekatan pemerintah dan NGO at-
au LSM yang bergerak dalam isu tersebut.

Di Kota Makassar, salah satu NGO yang
berperan penting dalam peningkatan kesa-
daran akan hak-hak politik penyandang
disabilitas adalah Pergerakan Difabel In-
donesia untuk Kesetaraan (PerDIK), alas-
an menghadirkan PerDIK dalam tulisan
ini bahwa gerakan ini memiliki perhatian
khusus pada hak-hak politik penyandang
disabilitas melalui destigmatisasi dan de-
medikalisasi (Akasyah, 2023). Orientasi
PerDIK dalam mengadvokasi penyandang
disabilitas tidak hanya sekadar pendekatan
hak tetapi juga melalui produksi penge-
tahuan, pergerakan PerDIK serupa dengan
apa yang diperjuangkan oleh SIGAB yang
telah dibahas sebelumnya. Selain itu Per-
DIK juga memiliki pengalaman dalam
mengadvokasi isu perempuan disabilitas,
sebagaimana dikutip dari riset PAIR (Part-
nership Australia-Indonesia Research) ta-
hun 2023, PerDIK merupakan organisasi
yang memiliki sumber daya yang cukup
besar dan jaringan luas yang mampu
memberikan bantuan pendampingan dan
peningkatan kapasitas kepada para pen-
yandang disabilitas, terutama perempuan
yang juga mengalami kekerasan dalam
rumah tangga (Yunus et al., 2023).
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Sebagaimana telah dibahas sebelumnya,
pola pendekatan NGO berbeda dengan po-
la pemerintah yang cenderung formal inti-
tusional. NGO yang bergerak dalam me-
nyuarakan isu difabel bertujuan mening-
katkan kesadaran politik dengan pola bot-
tom up. Melalui pemahaman politik, beri-
kut Kketerlibatan politik dengan ber-
partisipasi tidak hanya dalam keterlibatan
dalam pemilu, tetapi juga aktif dalam
berbagai kegiatan seperti lobi pengorgan-
isasian. Pendekatan ini bertujuan untuk m-
eningkatkan kemampuan penyandang dif-
abel dan meningkatkan dorongan serta
pandangan positif mereka untuk terlibat
dalam kegiatan politik. Aktivisme NGO
yang berorientasi pada advokasi, bantuan
dan motivasi kepada para penyandang
disabilitas, diharapkan dapat membantu
penyandang disabilitas mampu memahami
hak dan tanggung jawab mereka sebagai
anggota masyarakat dan mengatasi tan-
tangan yang mereka hadapi ketika terlibat
dalam ‘aksi’ politik.

Beberapa peran yang dilakukan oleh Per-
DIK yang menjadi orientasi pemberdaya-
an kaum disabilitas, antara lain: 1). Desti-
gmatisasi, sebagaimana tujuan dari perge-
rakan organisasi PerDIK adalah untuk me-
nghilangkan persepsi negatif dan mencip-
takan gambaran yang baik tentang penya-
ndang disabilitas, sehingga dapat mem-
berdayakan mereka. Secara khusus terha-
dap kaum perempuan disabilitas, mereka
harus ‘keluar’ dari paradigma bahwa mer-
eka adalah penyandang disabilitas dan pu-
nya hak setara dengan orang lainnya, me-
skipun terbatas secara fisik. Hal ini pent-
ing untuk menghilangkan hambatan sosial
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dan menghapus praktik diskriminasi ter-
hadap penyandang disabilitas. Perempuan
disabilitas yang tergabung dalam PerDIK
menemukan kepercayaan diri sekaligus
mengubah kesadaran mereka akan potensi
diri dan hak setara dengan masyarakat pa-
da umumnya (Makkasau, 2019). Upaya
destigmatisasi ini memang perlu khu-
susnya di awal untuk menumbuhkan kesa-
daran politik sekaligus sebagai pintu uta-
ma keterlibatan aktif mereka di ranah so-
sial-politik tanpa rasa malu.

2). Literasi politik, selanjutnya menjadi
perhatikan PerDIK dalam upaya mening-
katkan tidak hanya partisipasi tetapi juga
pemahaman politik di tingkat masyarakat.
Sosialisasi dalam meningkatkan literasi
politik, dipercaya akan mendorong parti-
sipasi yang lebih besar bagi para penyan-
dang disabilitas dalam proses-proses poli-
tik. Salah satunya, PerDIK berperan da-
lam menjamin ketersediaan surat suara
braille pada pemilu bagi penyandang tun-
anetra dan penerjemah bahasa isyarat bagi
penyandang tunarungu.

3). Keterlibatan masyarakat, tidak cukup
dua peran di atas, PerDIK juga menye-
lenggarakan inisiatif penjangkauan dan
penyadaran masyarakat yang bertujuan
untuk mengedukasi penyandang difabel
tentang hak pilih mereka dan pentingnya
terlibat dalam kegiatan politik. Hal ini
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran
dan pemahaman masyarakat akan hak-hak
penyandang difabel (Lihat juga dalam
Media Ekspedisi Difabel, 2018). Selain
itu, PerDIK juga memberikan bantuan un-
tuk program pemberdayaan yang dituju-

kan bagi para penyandang disabilitas, den-
gan tujuan untuk meningkatkan keman-
dirian ekonomi dan keterlibatan aktif da-
lam masyarakat. Program-program ini me-
ncakup pelatihan di beberapa bidang sep-
erti menjahit, membuat kue, dan kerajinan
tangan (Makkasau, 2019). Perpaduan an-
tara pendekatan hak dan produksi (mere-
produksi) pengetahuan berikut penyebar-
luasannya, dikembangkan oleh PerDIK
berpotensi menghadirkan penyandang dif-
abel sebagai subjek dalam politik (demos).

Berbagai peran sosialisasi politik dilak-
ukan oleh aktor negara, dalam hal ini
pemerintah dan juga aktor non-negara de-
ngan pola pendekatan berbeda. Pola so-
sialisasi yang digalakkan oleh pemerintah
nampaknya memang masih menyisakan
ruang yang kosong dalam menghadirkan
kesadaran politik masyarakat kaum disa-
bilitas. Kesadaran politik ruang yang ko-
song tersebut diisi melalui pola sosialisasi
yang dikembangkan oleh NGO melalui
pendekatan berbasis ke komunitas yang
selama ini belum dalam dijangkau oleh
pemerintah.

Secara spesifik misalnya, kolaborasi anta-
ra PerDIK dan Dinas Sosial Kota Makas-
sar, sangat penting dalam memenuhi keb-
utuhan perempuan dengan disabilitas di
Kota Makassar. Merujuk pada pola kerja,
Dinas Sosial sebagai representasi pemer-
intah berperan penting dalam mengimpl-
ementasikan kebijakan pemerintah terkait
pelayanan sosial, sementara PerDIK seca-
ra khusus berfokus pada hak-hak dan ke-
butuhan perempuan disabilitas, mengad-
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vokasi inklusi, akses dan partisipasi mere-
ka dalam masyarakat dan pembangunan.

Program kemitraan lainnya yang lebih lu-
as, melalui proyek membangun model ket-
ahanan iklim masa depan dengan melibat-
kan Masyarakat (MoFCREC) merupakan
inisiatif penting yang menggunakan pen-
dekatan Participatory Action Research
(PAR). Fokus dari proyek ini adalah untuk
melibatkan perempuan penyandang disa-
bilitas dalam upaya ketahanan iklim, se-
hingga mereka dapat menyumbangkan pe-
rspektif dan keahlian mereka dalam meng-
atasi tantangan lokal terkait perubahan
iklim (Selengkapnya lihat dalam KON-
EKSI 2023). Kemitraan yang di dalamnya
turut melibatkan pemerintah dan PerDIK,
menghasilkan peningkatan signifikan terk-
ait visibilitas dan keterwakilan perempuan
disabilitas, ketika adanya peningkatan ke-
percayaan diri dan kapasitas perempuan
disabilitas dalam mengadvokasi hak-hak
dan kebutuhan mereka, sehingga dapat be-
rkontribusi pada lingkungan yang lebih
inklusif. Secara lebih luas inisiatif ini tid-
ak hanya memberdayakan perempuan pe-
nyandang disabilitas, tetapi juga mendo-
rong upaya memperkuat ketangguhan ma-
syarakat dalam menghadapi dampak peru-
bahan iklim.

Wajah demokrasi elitis yang sarat dengan
oligarki dan tatanan struktur hirarkis nyar-
is menutup tumbuhnya demokrasi inklusif
yang menekankan hadirnya pemerataan
kekuasaan di semua tingkatan. Sudah sa-
atnya menumbuhkan demokrasi inklusif
yang menitikberatkan akan pemaknaan
demokrasi di mana masyarakat, siapapun
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itu mempunyai kedaulatan penuh dan ber-
bagai kelompok masyarakat dan peme-
rintah bekerja sama satu sama lain secara
partisipatif untuk kebaikan bersama dan
collaborative governance kiranya dapat
meluruhkan ‘ego’ sektoral yang selama ini
menghambat sosialisasi politik berjalan
tidak efektif.

KESIMPULAN

Pemerintah Kota Makassar memainkan
peran penting dalam sosialisasi politik un-
tuk hak-hak disabilitas dengan memasti-
kan bahwa penyandang disabilitas memil-
iki akses dalam partisipasi politik. Berba-
gai strategi dilakukan pemerintah dalam
pelaksanaan sosialisaasi, termasuk dengan
berkolaborasi dengan NGO yang berkon-
sentrasi pada isu disabilitas. Pemerintah
dan NGO pada dasarnya memang mem-
iliki pola pendekatan sosialisasi yang ber-
beda, pemerintah lebih cenderung meng-
gunakan pola top down, dengan pendeka-
tan formal institusional sedangkan LSM
sebaliknya bergerak berbasis komunitas
dengan pola bottom up dengan kemampu-
an berkomunikasi dengan individu-indi-
vidu khususnya mereka yang kehilangan
haknya yang tidak dapat dijangkau oleh
pemerintah. Perbedaan kedua pola tersebut
justru menjadi satu pola keterpaduan yang
sinergis dengan ‘kekuatan’ pada masing-
masing aktor dapat melakukan sosialisasi
politik, saling mengisi dan saling meleng-
kapi. Demokrasi inklusif menitikberatkan
pada penghapusan hegemoni atau domi-
nasi kasta, bahasa, agama, budaya, jenis
kelamin, wilayah, dan golongan dan seba-
liknya penghormatan terhadap pluralisme
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atau keberagaman yang di dalamnya ada
pelimpahan kekuasaan dan wewenang me-
lalui otonomi demos melalui hak untuk
menentukan nasib sendiri dan pola collab-
orative governance diharapkan mereduksi
batasan struktural khususnya bagi perem-
puan disabilitas/difabel.
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